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Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah banyaknya lembaga yang dibentuk oleh●

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam
memberdayakan masyarakat.
Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan●

kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh●

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam
memberdayakan masyarakat.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang●

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
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Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya lembaga kemasyarakatan di desa
yang terdapat di suatu wilayah.

INTERPRETASI
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Semakin banyak lembaga kemasyarakatn di desa yang ada di suatu wilayah maka upaya
pembangunan desa di wilayah tersebut akan berjalan secara maksimal.

KETERANGAN

- Di desa dan di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.

- Lembaga Kemasyarakatan dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa
masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.

- Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan
berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.

- Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan
mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

- Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi:

menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;1.
melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan2.
secara partisipatif;
menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan3.
menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.4.

- Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.1.
Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka2.
memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;3.
Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasilhasil4.
pembangunan secara partisipatif;
Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong5.
masyarakat;
Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan6.
Pemberdayaan hak politik masyarakat.7.

- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui:

peningkatan pelayanan masyarakat;1.
peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;2.
pengembangan kemitraan;3.
pemberdayaan masyarakat; dan4.
pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.5.

- Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu Kader Pemberdayaan
Masyarakat.

- Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

Sumber Data Diskominfo Kabupaten Pemalang, Halaman 2



Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan1.
Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;
Lembaga Adat;2.
Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;3.
RT/RW;4.
Karang Taruna; dan5.
Lembaga Kemasyarakatan lainnya.6.

- Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

Ketua;1.
Sekretaris;2.
Bendahara; dan3.
Bidang-bidang sesuai kebutuhan.4.

- Pengurus Lembaga Kemasyarakatan tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga
Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

- Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

- Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung
sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

- Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan,
konsultatif dan koordinatif.

- Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa
bersifat koordinatif dan konsultatif.

- Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

- Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari:

swadaya masyarakat;1.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;2.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan Dan3.
Belanja Daerah Provinsi;
bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan4.
bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.5.

- Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah
dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang
ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

- Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan
kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

- Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju
dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
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- Tim Penggerak PKK (TP PKK) adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak
pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan
mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

- Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang
dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung
dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

- Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi
muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh
dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat
sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina
dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

- Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara
wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat
hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat
tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai
permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat
yang berlaku.
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